BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TEN GAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2016 - 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

i~ bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Penanaman Modal di Kabupaten Banyumas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum
Penanaman Modal Kabupaten Banyumas Tahun 2016 - 2025.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5659);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang

Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);



Menetapkan :

. Per
aturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomo!
Renca;agUTahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
mum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana

Umi
um Penanaman Modal Kabupaten/Kota;

. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012

'ir:ltgaarf ?ZECana Umum Penanaman Modal Provins.i Jawa
Tengah Tahun 2012-2025 (Berita Daerah Provinsi _Jawa
dengan P un 2012 Nomor 51) sebagaimana telah diubah
Tahg eraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52

un 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
%awa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencan2
ggium Penanal?an Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun

2-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2015 Nomor 52);

. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah  Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009

Nomor 4 Seri E);

. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun

2013 tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Banyumas
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013
Nomor 2 seri E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun

2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 20 13-2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013
Nomor 7 seri E);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANYUMAS TAHUN

2016-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Banyumas.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang
selanjutnya disingkat BPMPP adalah BPMPP Kabupaten

Banyumas.



5. Penan i
menana;r;an Modal adalah segala bentuk kegiatan
— :mdal, baik oleh penanam modal dalam neger!
di wila al-lxa nanam modal asing untuk melakukan usaha

yah negara Republik Indonesia.

6. R
s:ﬁ?na Umun.q Penanaman Modal Kabupaten yang
Pereri]utnya disingkat RUPMK adalah dokumen
Kabu;:ntezana penanaman modal jangka panjang
anyum i dengan
tahun 2025. yumas yang berlaku sampal eng

BAB 1I
PERENCANAAN PENANAMAN MODAL
Pasal 2

(1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan p
modal jangka panjang.

(2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi
sebagai acuan dalam menyusun kebijakan yang terkait
dengan penanaman modal guna menyelaraskan
k'epentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang
tindih dalam penetapan prioritas kepentingan yang akan
dikembangkan dalam rangka penanaman modal.

(3) RUPMK berlaku mulai Tahun 2016 sampai dengan
Tahun 2025 dan dievaluasi secara berkala paling sedikit

1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

enanaman

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3

(1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pa
sistemnatika sebagai berikut :

sal 2, dengan

a. Pendahuluan;

b. Asas dan Tujuan;

c. Visi dan Misi;

d. Arah Kebijakan Penanaman Modal,

e. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana
Umum  Penanaman Modal; dan

f Pelaksanaan.

(2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

al
Pfaraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangé
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, ~memerin tskat

pengundangan Peraturan Bupati i dcn%zﬁ
menempatkannya  dalam Berita Daerah Kabupa
Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 2 2 MAR 2016

BUPATI BANYUMAS
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2016 - 2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2016 - 2025

A. Pendahuluan

Pada akhir periode pembangunan jangka panjang Kabupaten Banyumas di
tahun 2025, tingkat Kkesejahteraan penduduk di Kabupaten Banyumas
diharapkan telah mencapai tingkat yang setara dengan kesejahteraan
penduduk di wilayah maju lainnya di Jawa Tengah dan sekitarnya. Untuk
mencapai tingkat kesejahteraan tersebut, maka pendapatan per kapita
penduduk di Kabupaten Banyumas harus tumbuh lebih cepat daripada
pertumbuhan pendapatan per kapita di wilayah lainnya. Oleh karena itu,
diperlukan investasi yang lebih besar, lebih efisien, mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas serta mampu mendorong
terciptanya lapangan kerja yang semakin luas, baik antar sektor maupun
antar wilayah untuk dapat mempercepat pengurangan tingkat pengangguran
di Kabupaten Banyumas.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur
tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, termasuk Kabupaten
Banyumas yang memiliki visi “Terwujudnya Pemerintahan Banyumas yang
Bersih dan Adil Menuju Masyarakat yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan
Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Guna mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan beberapa cara, salah satunya
dengan menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten

Banyumas, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun
Penanaman Modal Asing (PMA).

Kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya
saing perekonomian daerah yang mendorong integrasi perekonomian secara
nasional menuju ekonomi global. Kemudian, diharapkan pula akan adanya
percepatan pembangunan ekonomi daerah melalui kegiatan penanaman
modal. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara
berkelanjutan, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan
iklim penanaman modal yang kondusif dengan mengembangkan kegiatan-



kegiatal’f e'l.conomi yang bisa mengubah potensi ekonomi menjadi kekuatan
ekonom.l riil. Tll_]ua.n akh.lmya adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat dan
berkeadilan, tumbuh dan bel‘kembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan
koperasi (UMKMK) serta terjaganya kelestarian lingkungan.

pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018. Guna dapat
mewujudkan pencapaian visj Kabupaten Banyumas sebagaimana yang
tertuang dalam RPIMD tersebut, khususnya dalam bidang pembangunan
ekonomi, perlu disusun pedoman mengenai arah, strategi, dan kebijakan
penanaman modal di Kabupaten Banyumas yang dituangkan dalam Rencana
Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK).

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) merupakan
dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun
2025. RUPMK berfungsi untuk menyelaraskan kepentingan sektoral terkait
agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas kepentingan
yang akan dikembangkan dalam rangka penanaman modal.

RUPMK diperlukan agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan
kebijakan penanaman modal di Kabupaten Banyumas sehingga tujuan
pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
sebagaimana tertuang dalam RPJMD tersebut dapat tercapai.

Guna mendukung pelaksanaan RUPMK serta mendorong peningkatan
penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat.
Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di
bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait
dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi
dari masing-masing pihak.

Bercermin dari kondisi saat ini, kecenderungan pemusatan kegiatan
penanaman modal yang berada hanya di beberapa lokasi saja menjadi
tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Tanpa
dorongan atau pun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman
modal tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal,
perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster
industri, pengembangan sektor-sektor strategis, dan pembangunan
infrastruktur di beberapa wilayah strategis.

Isu besar lainnya yang menjadi tantangan di masa depan adalah masalah
pangan, infrastruktur, dan energi. Oleh karena itu, dalam RUPMK




» infrastruktyr : i isu strategis
gang harus diperhatikan dan energi sebagai 1

dalam pengembangan kualitas dan kuantitas
penanama.n modal dj daerah, Arah kebijakan pengembangan penanaman
modal pada  ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta secara nasional
mendukung kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam

pelaksa‘naannYa harus ditunjang oleh pembangunan pada seluruh sektor
baik primer, sekunder, maupun tergjer

Dalam RUPMK juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan
penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau
(green economy). Dalam hal inj target pertumbuhan ekonomi harus sejalan
dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang
meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati,
dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan.

Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu
kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPMK diarahkan pada
pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Arah
kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu
strategi naik kelas dan strategi strategis kemitraan.

Lebih lanjut, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif serta
promosi juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman
modal yang bersaing. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif
tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan
kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan
penckanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas
penanaman modal di sektor prioritas tertentu atau pengembangan wilayah.
Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal
secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam

mempromosikan penanaman modal.

Guna mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal
tersebut di atas, dalam RUPMK juga ditetapkan peta panduan (roadmap)
implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas
implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan
kondisi kemajuan ekonomi daerah. Peta panduan tersebut perlu

ditindaklanjuti oleh pihak terkait secara konsisten dengan komitmen yang

tinggi.



V TR

dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun
9013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Banyumas, pemerintah
gabupaten Banyumas berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan
penanaman modal di Kabupaten Banyumas berdasar asas kepastian hukum,
erbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama, dan tidak membedaka?

ke

gsal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, bewawasan

jingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan
sar dalam

ckonomi. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai da

mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;

5. Menciptakan lapangan kerja;

3, Meningkatkan daya saing daerah;

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berwawasarl
lingkungan;

5. Mendorong pengembangan ekonomi daerah; dan

6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Visi dan Misi
Visi Pemerintah Kabupaten Banyumas di bidang penanaman modal

adalah “Terwujudnya Kabupaten Banyumas yang berdaya saing tinggi pada
bidang penanaman modal untuk mencapai masyarakat sejahtera dan

berkeadilan”.

Guna mewujudkan visi di bidang penanaman modal tersebut ditempuh

melalui 7 (tujuh) Misi sebagai berikut:
1. Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif,

dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya

melayani masyarakat;

2. Mengembangkan pusat-
pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai

pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis

komoditi sektor
penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya
akses pasar, dan perlindungan dari pemerintah;

3. Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha
mikro, kecil, dan menengah;

4, Meningkatkan kualitas d
anaman modal;

manusia,

an kuantitas infrastrutur daerah yang

menunjang kegiatan pen



r

5.

Menciptakan keterkaitan, kesejajaran, dan keadilan pembangunan AT

kawasan perkotaan dan perdesaan; dan

Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berke

memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan
damai

kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan

perlandaskan iman dan taqwa.

Menyediakan tenaga kerja yang berkualitas untuk menunjang kegiatan

penanamarn modal.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, selanjutnya dirumus

elemen utama, yaitu sebagai berikut:

N om s e e

Peningkatan Iklim Penanaman Modal;

Persebaran Penanaman Modal;

Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;

Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (U MKMK);
Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal; dan

Promosi Penanaman Modal.

p. Arah Kebijakan Penanaman Modal

1.

Peningkatan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan peningkatan iklim penanaman modal adalah sebagai

berikut:
a. Penguatan
Banyumas

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka
an modal Kabupaten Banyumas, khususnya
gkat Daerah (SKPD) terkait, perlu memiliki visi yang

genai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman

kelembagaan penanam
Satuan Kerja Peran

sama mern,

modal, pelimpahan, dan pendelegasian kewenangan di bidang

penanaman modal, serta koordinasi yang efektif di antara lembaga-

lembaga tersebut.
Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

pribadian ’

kan arah

kebijakan penanaman modal di Kabupaten Banyumas yang meliputi 7 (tujuh)

Badan/Lembaga Penanaman Modal di Kabupaten

Penguatan kelembagaan penanaman modal di

1) Peningkatan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang
penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap

penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan

sebelumnya.



2)

3)

4)

Peningkatan kinerja PTSpP (i al dan

. bidang penanaman mod
optimalisasi implementag; pelimpahan kewenangan PTSP di bidang
penanaman modal.

Peningkatan koordinasi antar SKPD di Kabupaten Banyumas dalam
rangka pelayanan Peénanaman modal kepada para penanam modal.
Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan
berusaha, kemudahan dalam hal perizinan, pengendalian dan
promosi. Dengan demikian mendukung iklim penanaman modal
yang kondusif.

Mengarahkan lembaga penanaman modal dan SKPD terkait untuk
secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta
berorientasi pada pemecahan masalah (problem-solving) dan
fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang
sudah menjalankan usahanya.

. Pengendalian Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui :

1)

2)

3)

4)

Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara: kompilasi,
verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal, dan
dari sumber informasi lainnya.

Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara. penyuluhan
pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi
dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan
ketentuan perijinan yang telah diperoleh, bantuan dan fasilitasi
penyelesaian masalah/ hambatan yang dihadapi penanam modal
dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara: penelitian
dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman
modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi
proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap
penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

Menyusun sistem manajemen risiko dalam rangka mengantisipasi
berbagai macam risiko usaha atau investasi termasuk manajemen

risiko dalam mengantisipasi bencana alam.
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c Peningkatan Hubungan Industrial
H'leungan lndustna] yang sehat dalam penana;nan mOdal
dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusi2

di Banyumas, oleh karena itu diperlukan:

1)

2)

3)

Penetapan  kebijakan yang mendorong perusahaan untuk
memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan
keahlian bagi para pekerja.

Penyusunan aturan hukum yang mendorong terciptanya hubungan
yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang
dilandasi prinsip itikad baik (code of good faith).

Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan,
dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui
pendidikan formal dan non formal (smart and techno park) lokal,
peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer
pengetahuan, teknologi aplikasi, dan konten digital.

d. Menangkap peluang pasar dengan memanfaatkan perkembangan
ekonomi di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, misalnya dengan

cara.

1)
2)
3)

4)

5)

Mendorong pemanfaatan ruang untuk kawasan industri.

Menumbuh kembangkan kluster-kluster industri.

Membangun industri kreatif.

Mengembangkan potensi objek wisata yang belum tergarap secara
optimal.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor primer (pertanian,
kehutanan, dan pertambangan) dan sektor tersier (jasa).

e. Penguatan aspek regulasi terkait ketentuan di bidang penanaman

modal, melalui:

1)
2)

3)

4)

Kajian terhadap peraturan perundangan di daerah.
Melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan daerah.

Menjaga konsistensi peraturan perundangan yang tidak

memberatkan masyarakat.

Memberikan kepastian hukum yang tegas agar meningkatkan rasa

aman bagi pengusaha yang akan menanamkan modal.




5)

Penegakkan
Putusan peradilan berkaitan dengan sengketd
penanaman moda].

Menciptak ikli :
ptaxan iklim hubungan yang harmonis antar pihak tepieal
penanaman modal, melaluj:

1)

2)

3)

Meni

ingkatkan hubungan yang harmonis antara kepala daerah dan
pengusaha yang diadakan rutin setiap tahun.

Menjaga dan meningkatkan hubungan eksekutif dan legislatif yang
harmonis melalui komunikasi antar kelembagaan.

Menjaga stabilitas sosial masyarakat agar tidak berpotensi

menimbulkan konflik di masyarakat dengan menjaga keamanan
dan stabilitas wilayah.

. Menciptakan kondisi keamanan daerah, melalui:

1)

2)

Meningkatkan kecepatan penanganan konflik yang berkaitan

dengan kegiatan penanaman modal.

Melakukan pengawasan untuk menghindari penyalahgunaan

wewenang secara berkesinambungan.

. Pengembangan aspek ketenagakerjaan yang pro penanaman modal,

melalui:

1)
2)

3)

4)

5)

Menyusun kebijakan ketenagakerjaan melalui lembaga terkait.

Menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja untuk memenuhi
kebutuhan dunia usaha agar tenaga kerja memiliki kualifikasi yang
sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini, yaitu dengan

bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang ada.

Melakukan pemantauan dan kajian biaya hidup tenaga kerja secara
rutin untuk menentukan upah yang lebih optimal agar
mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan kondisi saat
ini.

antara buruh dan pengusaha untuk

Menjalin komunikasi
menghindari konflik yang menyebabkan unjuk rasa dan agar

meningkatkan minat investor dalam menanamkan modalnya di

Kabupaten Banyumas.

Menjaga keterbukaan masyarakat terhadap tenaga kerja dari luar

daerah agar tercipta suasana yang kondusif di Kabupaten

Banyumas.



i.

Melakukan sosialiggs:
1alisasj tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi bersam :
& para ahli ynpyk mengantisipasi dampak negatif yang

ditimbulkan :
e secara berkesmambunga.n agar kesalahan persepsi &
masyarakat dapat diminimaljg;r sekecil mungkin.

2. Persebaran Penanaman Modal

kebij
Arah .e 1_]aTkan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah
sebagai berikut:

a. Persebaran kondisi ekonomj yang pro penanaman modal melalui:

1)

2)

Identifikasi potensi-

tergarap

potensi Kabupaten Banyumas yang belum
secara optimal namun memiliki potensi untuk
berkembang, seperti potensi wisata, dan potensi ekonomi sektor
primer (pertanian, kehutanan, dan pertambangan) serta sektor
tersier (jasa).

Menetapkan potensi ekonomi unggulan di Kabupaten Banyumas
yang dapat dijadikan sebagai ikon kabupaten.

b. Persebaran melalui sinergi antar pihak dengan cara:

1)

2)

3)

4)

o)

Menyinergikan peluang dan kebijakan antar daerah dengan
melakukan kerjasama regional dengan kabupaten di sekitarnya
dalam meningkatkan aktivitas perekonomian pada sektor potensial.

Menggali, mengembangkan, dan mengintegrasikan aktivitas
ekonomi daerah pada kluster-kluster industri yang ada agar dapat
berkembang secara berkelanjutan.

Melakukan diskusi bisnis, baik antar pegusaha maupun dengan
pihak investor (termasuk perbankan) untuk mendapatkan inisiatif
pengembangan investasi.

Menjaga keterbukaan masyarakat terhadap dunia usaha melalui
sosialisasi bisnis dan investasi.

Melakukan benchmarking kepada daerah/kota yang dipandang
lebih baik dalam upaya menggiatkan kegjatan investasi.

¢. Mengembangkan ekonomi pada sektor jasa informal dengan bersinergi

dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Banyumas.
d. Meningkat! dan mengembangkan fungsi serta keberadaan pusat

perbelanjaan, pertokoan, dan kuliner yang ada saat ini demi

mengembangkan aktivitas perdagangan, menciptakan pusat ekonomi,
dan membuka lapangan pekerjaan di Kabupaten Banyumas.
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gomoditi dilakukan untuk mewjuzn
1) swasembada beras berkelanj
9) mengurangi ketergantungan im
3) swasembada gula berkelanj
4)
5)

kan tWjuan nasional, yaitu:

A utan;

mengembangkan kluster Pertanian dalam arti |

mengubah prod i uass dan
Produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan
- pengembangan penanaman modal bid an
adalah sebagai berikyt: idang pang

s i
1) Pemberlan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman

modal yang promotif i :
S dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan
18N sarana dan prasarana budid
aya dan pasca panen yang

layak, serta ketersediaan infrastruktur

2) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan
mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah-
daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.

3) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra
positif produk pangan.

4) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan

nasional, antara lain sektor pupuk dan benih.

. Infrastruktur
Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang

infrastruktur adalah sebagai berikut:
1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini

sudah tersedia, seperti infrastruktur transportasi.

2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan

infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di
masing-masing wilayah.

3) Pengintegrasian pembangunan in
peran masing-masing wilayah dan

frastruktur nasional, kabupaten,

dan provinsi sesuai dengan

jangkauan pelayanan infrastruktur.
4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah

yang memiliki potensi penenaman modal.



5) Percepatan

6) Optimalisasi keberadaan

1) Optimalisasi poteng; dan gy

2) Peningkatan pangsa sumb,

erdaya energi b
mendukung efisiensi, 81 baru dan terbarukan untuk

konservagi dan i
. » 4an pelestarian fungsi lingkun
hidup dalam pengelolaan energi. ’ .

3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman

' Pembiayaan domestik dan
infrastruktur energ;, khususnya bagi sumber energi baru dan
terbarukan.

4) Memanfaatkan potensi pertambangan sampai dengan pengolahan

barang setengah jadi dan barang jadi.
5) Menjaga ketersediaan pasokan listrik yang mencukupi.
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green

Investment) adalah sebagai berikut:

a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan
lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah
kaca pada sektor pertanian (peternakan), kehutanan, transportasi,
industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan
keanekaragaman hayati.

b. Meningkatkan rasa aman kepada masyarakat, mengurangi dampak
negatif dan risiko lingkungan hidup terkait dengan adanya penanaman
modal dengan memberikan sosialisasi dan syarat-syarat penanaman
modal seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL),
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (SPPLH) dan lzin Lingkungan.



emanfaatan . s
P ) Potensi Sumbe, . Yang ramgh lingkungan, serta
memperhatikan fungg 1. CRergi bary 4

g8l lin an terbarukan dengan

' pengembangan ekonorni hi gan hidup‘
a

pembangunan dan kegiatan
dan insentif dan/atqy, disinge

ningkatan
. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi

‘ ang ramah
lingkungan secara lebih terintegrasi -

. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan
kemampuan atau daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

. Melakukan penghijauan, terutama pada area hutan yang digunakan
untuk menjaga kelestarian fungsi catcment area sebagai pasokan
sumber air.

i. Penanganan polusi udara di wilayah dengan potensi tingkat polusi
tinggi, seperti wilayah perkotaan dan wilayan pemanfaataan ruang
peruntukan industri

i Menyusun sistem manajemen risiko/analisis risiko lingkungan hidup
dalam rangka mengantisipasi berbagai macam resiko usaha, termasuk
resiko bencana alam.

. Menerapkan usaha dan/atau kegiatan  investasi  dengan
memperhatikan baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup (green manufacturing).

. Menerapkan usaha dan/atau kegiatan investasi dengan melakukan

pengurangan dan penanganan sampah melahul pEinmp SR Redce

Reuse and Recyle).
. Pengembangan pen
sumber daya alam.

anaman modal dengan efisiensi pemanfaatan



b kebijakan pemberdayaan g

s N
N gtrategt naik kelas, yaity Strates:
&l untuk mendorong usaha yang berada

pada skala tertentu untuk menjadi
pesar, usaha mikro berkemb wsha dengan shala yang 171
) ang menjadi : i
menjad1 usaha menengah, dan pad enj.adl ussha kecil, kemudiet
pesar- a akhirnya menjadi usaha berskala
tegi kemitra; i
b. Strfa Bllaku an yaitu hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau
lebih pe usaha, berdasarkan kesetaraan. keterb dan saling
menguntungkan (memberikan ’ '
caitan di (membe manfaat) sehingga dapat memperkuat
kCtelt d.l antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.
Kem“-"'aal.1 ibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha
lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi
pada skala yang lebih besar. Kemitraan tersebut dibangun berdasarkan
pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan.
Pola kemitraan semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan
usaha (linkage) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan
usaha besar.
Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK di Kabupaten Banyumas dilakukan

perdasarkan:
a. Mengembangkan usaha kecil unggulan Kabupaten Banyumas,
Gurami, Gula Kelapa, Minyak Atsiri, Batik dan Lokawisata Baturraden.

b. Membangun kluster-kluster industri dengan konsep OVOP (One Village

seperti

One Product).

¢. Mengembangkan potensi wisata alam yang belum tergarap secara
optimal, seperti Kawasan Wisata Baturraden, Serayu River Voyage, dan
Nirwana Manggala.

d. Mengembangkan industri kerajinan, seperti Kerajinan Batik Tulis

Banyumasan.

6. Pemberian Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal

enanamarn modal merupakan suatu

kepada sebuah perusahaan atau
ersebut

Kemudahan dan/atau insentif P
keuntungan ekonomi yang diberikan
kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan t
berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang




dengan ketentuan peraturan p
Bentuk insentif ya_ng dapat di .
lain: tberikan oleh Pemerintah Daerah antara

rundang-undangan,

. » dan/atay
4) Pemberian bantuan modal,

Adapun bentuk kemudahgp yang dapat diberikan oleh Pemerintah
Daerah antara lain:

1) Penyediaan data informas;i Peluang penanaman modal;
2) Penyediaan sarana dan Prasarana;

3) Penyediaan lahan dan lokasi;

4) Pemberian bantuan teknis; dan/atay

5) Percepatan pelayanan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal.

. Kriteria Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diberikan

kepada penanam modal yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor

cabang di daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) kriteria

dari unsur sebagai berikut:

1) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;

2) Menyerap banyak tenaga kerja lokal;

3) Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;

4) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;

S) Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB);

6) Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

7) Termasuk skala prioritas tinggi;




Memban i
8) Bun Infrastruktur untug gegenc
9) Melakukan alih teknolog;, °Pentingan publik;

10) Melakukan industri piop;y.
11) Berada di lokas;i te ,’
rpencil dan tert;
rtinggal;

12) Melaksanakan kegi
€glatan Penelitian, pengembangan, dan inovasi;

13) Bermitra dengan u :
saha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; dan

14) Industri yang m,
. g ehggun kan bal'ang modal .
yang diproduksi loka]. , mesin atau peralatan

c i .
Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Tata Cara Pemberian In )
sentif dan Ke
diatur dalam Peraturan Bupati mudahan Penanaman Modal

7. promosi Penanaman Modal

Z:itanu:jrtﬁ bu;:;zs;:;bagai wilayah atau secara umum sebagai
. an modal yang menarik dengan
mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun
rencana tindak image building lokasi penanaman modal.
Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (targetted promotion),
terarah, dan inovatif.

pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target
penanaman modal yang telah ditetapkan.

Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan
seluruh kementerian/lembaga terkait di pusat dan daerah.

Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara Ppro aktif

untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi
penanaman modal.
Mengefektifkan promosi,

penanamarn modal.

Melakukan promosi terintegrasi, mel
melaksanakan event-event, baik bersakala nasional ~maupun

internasional terkait Kabupaten Banyumas sebagai tujuan penanaman

pelayanan, dan bimbingan pelaksanaan

alui berbagai macam media dan

modal dan wisata.
Membangun situs
produk-produk un

website tentang potensi penanaman modal dan

ggulan Kabupaten Banyumas yang informatif dan

mudah diakses. -
Berperan aktif dalam kegiatan pameran penanamarn modal di berbagai

daerah.




. buat .
i Membua brandmg Kakn,

Pate
dengan penan n B
Jakuk AR mody) A yang spesifik berkaitan
k. Me an  promog; melayy;
kunjungan Wisata domeg; t_)erbagai Media

guna meningkatkan

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal

bupaten (RUPMK) ini dj
Ka pl ) ( - ) 1dlsu:sun dalam 4 (empat) fase yang dilakukan secara
paré]e an sur.l tan mulai dari fage jangka pendek menuju fase jangka
panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

Fasel : Pengemb'angan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat
menghasilkan (quick wins and low hanging fruits)
Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas
penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) tahun sampai
dengan 2 (dua) tahun kedepan. Pada fase ini kegiatan-kegiatan
yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi
penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik
penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau
melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang
menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri

aman modal yang mengisi kekurangan kapasitas

lainnya, penan
kebutuhan di dalam negeri dan

produksi atau memenuhi

substitusi impor,  serta penanaman  modal  penunjang

infrastruktur.




Fase Il :

Untuk mendukyn, ;
lainnya, langkap.| si Fag

eld
angkah . an mendukung fase-fase
sebagai berikut. kebi &

T penanaman modal adalah

2. Menata dan Mmengintens;

. strategi i
modal ke wilayah Iricgams botens gl promosi penanaman

ial
Memperbaiki cj 1al,
2 Kabupaten Banyumas pada khususnya dan

Indonesia pada
wilayah PAca umumnya sebagai negara tujuan investasi ke
ayah/negara potengia)

4. Mengi i .
ngidentifikasi proyek-proyek cenamEs,  modsl di

I::;lal;ate:e:ga:nyun;as yang siap ditawarkan dan dipromosikan

aya dukung lingkungan hidup dan

karakteristik daerah dimaksud.

Menggalang kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain yang

pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing

penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan

pembangunan.

6. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan
penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau
diselesaikan.

Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas
penanaman modal jangka menengah, sampai dengan tahun 2020.
Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal
yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi,
dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada fase
dan fasilitasi penanaman modal

efisiensi,
ini juga dipersiapkan kebijakan
dalam rangka mendorong Ppen

besar.

gembangan industrialisasi skala

g implementasi Fase Il dan mendukung fase-fase

Untuk mendukun
lainnya langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah

sebagai berikut:



Fase I :

1. Prioritas terhaqqp, Penin
perlu difokuskan Pada Bkatan kegiatan penanaman modal
dan energj melalyj gk Pt Pembangunan infrastruktur
e a:lma Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS);
pembangkit tenq, ga Hsi?nkazemizli utama, transportasi,
’ an kebutuhan gas untuk

industri, sertg :
=Eliekntan kualitas sumber daya manusia

yang dibutuhkan
- Pengembangan infrastruktur juga perlu

memasukkan b .

terutama padabtla?::: mfl'asjn:uktur tunak (soft infrastructure)

Melalukan penyer, & pendidikan dan kesehatan.

undangan yang befku;n aan/revisi atas peraturan perundang-

S ot tan dengan penanaman modal dalam

. Pemberian fasili o engunan infrastrlur den encrh

1itas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman

modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang
mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional
oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.

4. Penyiapan kebijakan pendukung termasuk peraturan dalam

rangka pengembangan energi di masa datang.

Pengembangan Industri Skala Besar

Implementasi Fase Il dimaksudkan untuk mencapai dimensi
penanaman modal jangka panjang (2021 - 2025). Hal tersebut
mengingat pelaksanaannya baru bisa diwujudkan apabila seluruh
elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti
tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber
daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan
penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem

pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman

modal yang berdaya saing. Pada

modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar

Kklaster industri, diantaranya klaster industri
industri manufaktur, dan lain

fase ini, kegiatan penanaman

melalui pendekatan
agribisnis dan turunannya,
sebagaianya.

se III dan mendukung fase-

Untuk mendukung implementasi Fa
an modal adalah

fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanam:
sebagai berikut:



Fast v :

Pada tahun 2025 kesejahte
diperkirakan meningkat jauh leb
mencapai proyeksi tersebut dibu
dilakukan oleh pemerintah maupun in

. Koordinasi

. Mewujudkan wilayah dan

. Membangun kawa

pengembangan ekonom;

-
S PeNyusunan  program  dan sasaran
embaga teknis dan instansi penanaman modal di

pusat dan d
o— acrah  dalam mendorong industrialisasi skala

. Pe
ngembangan sumber daya manusia yang handal dan

memiliki keterampilan (talent worker)

Pengemban . .
ecofomy) gan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (knowledge based

Implementasi Fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan
penanaman modal jangka waktu setelah tahun 2025, pada saat
perekonomian sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada fase
ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan
ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi atau pun inovasi.

Untuk mendukung implementasi Fase IV, langkah-langkah
kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan

penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan
penelitian dan pengembangan (research and development),
menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam
penggunaan energi.

kawasan industri yang ramah

lingkungan.
san ekonomi berbasis teknologi tinggi

(technopark).

raan penduduk di Kabupaten Banyumas
ih tinggi dari kondisi saat ini. Untuk
tuhkan investasi, baik investasi yang
vestasi yang dilakukan oleh swasta.



